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ABSTRAK

KKN Tematik di Kampung Seni Borobudur adalah kegiatan pengabdian
masyarakat yang melibatkan kaum pedagang atau pelaku UMKM yang
memegang peranan penting dalam perekonomian lokal karena dapat
meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pendapatan masyarakat sekitar
Borobudur. Namun, sayangnya dalam praktiknya banyak permasalahan yang
dialami UMKM di sana dan salah satunya adalah mereka belum memiliki
legalitas usaha, seperti yang terjadi pada UMKM yang kami dampingi, yaitu
Cendana Food and Drink milik Ibu Siti Halimah dan Ibu Umi yang bergerak
di bidang kuliner. Mereka belum memiliki legalitas usaha karena belum
mengetahui dan memahami pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti NIB,
NPWP, dan Sertifikat Halal karena mereka memiliki pemahaman bahwa
mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan
waktu yang lama. Tujuan KKN Tematik ini adalah agar UMKM Cendana
Food and Drink dan UMKM lainnya di Kampung Seni Borobudur dapat
memahami pentingnya memiliki izin usaha dan mengetahui cara pembuatan
perizinan usaha serta memiliki legalitas usaha. Metode yang digunakan dalam
kegiatan KKN Tematik ini adalah dengan penyuluhan tentang tata cara
pembuatan NIB, NPWP, dan Sertifikat Halal serta pendampingan pembuatan
NIB secara langsung. Hasil kegiatan KKN Tematik ini adalah terbitnya
NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi UMKM Cendana Food and Drink
dan beberapa UMKM lainnya. Pada akhir kegiatan terdapat program yang

belum terselesaikan karena keterbatasan waktu yaitu pembuatan NPWP dan
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Sertifikat Halal, namun dengan telah memiliki NIB maka para UMKM dapat
lebih mudah untuk mengurus izin usaha lainnya yang belum terselesaikan

secara mandiri ke depannya karena mereka telah memiliki legalitas usaha.

Kata Kunci: Izin Usaha, Kampung Seni Borobudur, UMKM, KKN, NIB,
NPWP, Sertifikat Halal

1. Latar Belakang
Kegiatan KKN Tematik di Kampung Seni Borobudur, Magelang, Jawa

Tengah merupakan langkah awal untuk membawa perkembangan bagi
UMKM lokal karena di sana terdapat banyak sekali UMKM yang mengalami
kesulitan untuk berkembang karena kurangnya edukasi dan pendampingan
terhadap mereka dan salah satunya adalah UMKM Cendana Food and Drink
yang dimiliki oleh Ibu Siti Halimah dan Ibu Umi, yaitu salah satu UMKM
kuliner di Kampung Seni Borobudur yang memproduksi dan menjual
makanan tradisional berupa kue basah wingko babat dan bandos.

Dalam proses wawancara dan diskusi dengan Ibu Siti dan Ibu Umi,
mereka menyampaikan beberapa permasalahan yang menimpa usaha mereka,
yaitu mereka mengalami sepi pelanggan sejak usaha mereka berdiri pada
tanggal 17 September 2024 saat Kampung Seni Borobudur dibuka sehingga
hal ini berdampak pada proses produksi produk mereka. Mereka terpaksa
menghentikan produksi kue basah untuk sementara agar tidak mubazir
karena wingko babat dan bandos adalah jenis kue basah yang tidak tahan
lama ( bertahan tiga hari sejak dibuat).

Menurut mereka sepinya pelanggan disebabkan tata letak kios kuliner yang
kurang tepat di bagian paling belakang Kampung Seni Borobudur schingga
jarang orang berkunjung. Selama masa observasi, kami juga melihat bahwa
selain tata letak yang salah, penyebab sepinya pelanggan di kios kuliner adalah
karena tampilan kios kuliner yang kurang menarik, tempatnya agak remang
dan bahkan tidak terdapat spanduk di kios-kios tersebut. Selain masalah sepi

pelanggan, mereka juga mengaku belum memiliki perizinan berusaha, seperti
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NIB, NPWP, serta sertifikat halal dan mereka juga belum memiliki merk
dagang serta desain produk schingga hal ini menyebabkan mereka belum
berani untuk memasarkan produk mereka secara online, padahal dengan
berjualan online besar kemungkinan mereka akan memperoleh peningkatan
jumlah pelanggan. Setelah berdiskusi dengan Ibu Siti dan Ibu Umi mengenai
masalah — masalah UMKM mereka, mereka memutuskan untuk mengurus
masalah perizinan berusaha lebih dahulu sehingga akhirnya terlihat jelas
program kerja yang dapat kami lakukan, yaitu membantu pembuatan
perizinan berusaha.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa solusi
yang diajukan untuk mengatasi permasalahan UMKM Cendana Food and
Drink, yaitu
1. mendampingi pihak UMKM dalam membuat izin usaha secara online;
2. mengadakan kerja sama dengan institusi yang terkait dengan izin usaha

yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Kantor Pelayanan Pajak Magelang agar setelah kegiatan KKN selesai, para

UMKM dapat mengurus izin usaha mereka secara mandiri melalui kedua

institusi tersebut;

3. mengadakan penyuluhan tentang perizinan berusaha bagi para UMKM

agar mereka memahami pentingnya memiliki perizinan berusaha.
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Gambar 2. Observasi kios-kios kuliner
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Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Siti Halimah

2. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari

kegiatan pendampingan pembuatan perizinan berusaha ini adalah

a. untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas atas usaha
mereka;

b. untuk memberi pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya
memiliki izin usaha;

c. untuk membantu pelaku usaha dalam memahami tata cara pengurusan
izin usaha;

3. Metode Pelaksanaan
Dalam melaksanakan program KKN ini, kami menggunakan metode

pengumpulan data berupa observasi dan wawancara langsung dengan pihak

.
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UMKM Cendana Food and Drink yang merupakan jenis usaha berskala

mikro dengan modal usaha dan pendapatan yang relatif rendah. Berikut ini

tahap pelaksanaan KKN Tematik.

a.

Tahap Perencanaan

Pada tahap ini kami melakukan perencanaan berupa observasi dan
diskusi di lapangan dengan pihak UMKM Cendana Food and Drink
untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mereka miliki dan di
sini UMKM berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi
mengenai masalah usaha mereka sehingga dapat ditentukan program kerja
apa yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan UMKM
ini. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi, diketahui bahwa mereka
belum memiliki NIB, NPWDP, dan sertifikat halal schingga mereka belum
memiliki perlindungan hukum atas usaha mereka.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini kami akan mengumpulkan data-data dari pihak pengelola
UMKM Cendana Food and Drink yang diperlukan untuk proses
pendaftaran perizinan berusaha, seperti KTP dan Akta Keluarga, untuk
pembuatan NIB, serta informasi mengenai produk yang dijual, yaitu
terkait bahan-bahan pembuatan wingko babat dan bandos dan juga
langkah-langkah pembuatannya untuk penerbitan sertifikat halal.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini kami melaksanakan pembuatan izin usaha dengan
menjalin kerja sama dengan DPMPTSP dan Kantor Pajak Magelang
untuk membantu pembuatan perizinan berusaha ke depannya setelah
KKN selesai. Lalu kami juga ikut membantu pembuatan NIB secara
online melalui aplikasi oss.go.id, serta membantu dalam pembuatan
sertifikat halal melalui penyediaan dokumen-dokumen persyaratannya.
Tahap Monitoring

Pada tahap ini kami melakukan pemantauan kembali terhadap program
kerja yang telah dilaksanakan, yaitu memantau perkembangan UMKM
yang telah didampingi dan bagaimana mereka menjangkau pelanggan
yang lebih luas.

Tahap Evaluasi

Pada tahap ini kami melakukan evaluasi terhadap hasil program kerja yang
telah dilaksanakan terkait keberhasilan pembuatan perizinan berusaha

bagi UMKM yang ditargetkan.
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4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Semua kegiatan dilakukan di Kampung Seni Borobudur yang terletak di
Dusun Kujon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan observasi dan pengumpulan data dilaksanakan selama dua minggu
pada tanggal 8-18 Oktober 2024 di Gedung P (Blok Kuliner), lalu kegiatan
penyuluhan perizinan berusaha dilaksanakan selama satu hari pada tanggal
21 November 2024 dari pukul 09.00 — 12.00 WIB di Gedung F2 (ruang
pengelola) lantai 1, lalu kegiatan pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan
selama satu hari pada tanggal 3 Desember 2024 dari pukul 10.00-14.00 WIB
di Gedung F2 ( ruang pengelola) lantai 1.

Gambar 4. Gedung P ( Blok Kuliner)

R

Gambar 5. Penyuluhan (kiri) dan pendampingan (kanan) di Gedung F2
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5. Hasil Kegiatan dan Diskusi

Dalam kegiatan KKN Tematik ini terdapat dua program yang telah
dilaksanakan yaitu
a. Edukasi dan Penyuluhan tentang Perizinan Berusaha
b. Pendampingan pembuatan NIB

Edukasi dan Penyuluhan Perizinan Berusaha

Kegiatan edukasi dan penyuluhan tentang perizinan berusaha yang
diadakan oleh kami dari Fakultas Hukum diikuti oleh para pelaku UMKM
kuliner dengan jumlah peserta sebanyak 31 peserta. Mereka diundang untuk
mengikuti pelatihan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha UMKM
terkait pentingnya memiliki izin atau legalitas usaha. Dalam penyuluhan ini,
kami juga telah mengundang seorang narasumber dari DPMPTSP (Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Magelang yaitu
institusi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan
untuk membantu kami dalam menyampaikan materi mengenai tata cara
pembuatan NIB dan Sertifikat Halal kepada para UMKM.

Terkait materi NIB, narasumber dari DPMPTSP Magelang memberikan
penjelasan mengenai manfaat memiliki NIB, langkah-langkah pembuatan NIB,
serta syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat NIB. Lalu terkait materi
sertifikat halal, narasumber menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sertifikat
halal maka perlu memiliki NIB terlebih dahulu Hal inilah yang menyebabkan
program pembuatan sertifikat halal belum bisa dilaksanakan mengingat
waktu pelaksanaan KKN yang terbatas dan mayoritas pelaku UMKM juga
belum memiliki NIB sehingga yang menjadi prioritas dalam pembuatan
perizinan berusaha adalah NIB terlebih dahulu. Walaupun pembuatan
sertifikat halal belum dapat dilaksanakan, kami sudah mengupayakan untuk
membantu UMKM dengan mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan
yang diperlukan untuk membuat sertifikat halal sekaligus membagikannya
kepada para UMKM yang menjadi peserta penyuluhan ini agar mereka tidak
kesulitan dalam mengurus sertifikat halal karena kami telah menyiapkan
persyaratan pendaftarannya untuk mereka dan mereka tinggal mengisi

dokumen-dokumen tersebut sehingga ke depannya mereka dapat mengurus

()
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sertifikat halal secara mandiri setelah memiliki NIB. Dokumen-dokumen
tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu formulir permohonan sertifikat halal dan
dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH). Sistem jaminan produk halal
adalah dokumen yang berisi data mengenai informasi produk dan informasi
perusahaan, fasilitas perusahaan, lokasi perusahaan, tenaga kerja, serta bahan-
bahan dan langkah-langkah produksi yang digunakan oleh pelaku usaha yang
harus diisi oleh setiap pelaku UMKM sesuai dengan keadaan usahanya.

1

Gambar 6. Narasumber dari DPMPTSP Magelang
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Gambar 7. Dokumen-dokumen persyaratan sertifikat halal

Pendampingan Pembuatan NIB

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB diikuti oleh 5 pelaku UMKM
dari 31 UMKM kuliner yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan
sebelumnya. Dalam pembuatan NIB ini, kami menjadi pendamping bagi
peserta kegiatan ini dengan membantu membuatkan NIB (Nomor Induk
Berusaha) bagi mereka secara on/ine melalui aplikasi OSS.go.id (Online Single
Submission) yang merupakan aplikasi yang melayani kepengurusan perizinan
usaha.

Dalam pembuatan NIB ini, langkah pertama yang dilakukan adalah
membuat akun untuk pelaku UMKM di OSS dengan memasukkan email
atau nomor WA dan membuat kata sandi untuk OSS, lalu setelah akun
berhasil dibuat maka langkah kedua adalah mengisi identitas pribadi seperti
nama, alamat, tanggal lahir, dan NIK KTP, lalu langkah ketiga adalah mengisi
data perusahaan, seperti nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, luas tempat

usaha, serta modal dan pendapatan usaha. Setelah ketiga langkah ini selesai,
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maka NIB akan langsung terbit dan dapat dikatakan proses pembuatan NIB
ini cukup mudah serta tidak memakan waktu lama.

Dengan memiliki NIB, usaha para pelaku UMKM akan memiliki
legalitas usaha yang akan memudahkan mereka untuk mengakses hal-hal
yang terkait di bidang administratif, seperti mengurus izin-izin usaha lainnya,
seperti sertifikat halal dan NPWP yang diperlukan untuk menjalankan usaha
karena tanpa NIB, usaha mereka tidak akan memiliki legalitas dan berisiko

dapat diberhentikan oleh otoritas terkait .

Gambar 8. Pendaftaran NIB salah satu peserta
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Gambar 9. NIB salah satu peserta
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6. Simpulan dan Saran

Permasalahan mengenai perizinan berusaha yang dialami UMKM
Cendana Food and drink dan beberapa UMKM kuliner lainnya belum dapat
diselesaikan seluruhnya. Dengan kata lain, pembuatan perizinan berusaha
baru berhasil sampai pada pembuatan NIB melalui aplikasi OSS bagi beberapa
UMKM saja dan belum mencakup izin usaha lainnya, seperti sertifikat halal
dan NPWP karena kendala waktu pelaksanaan KKN yang singkat. Namun,
dengan telah memiliki NIB, para UMKM akan memperoleh kemudahan
dalam mengurus perizinan lainnya ke depannya karena mereka telah memiliki
legalitas atas usaha mereka.

Saran kami terkait program yang belum terselesaikan adalah pihak
manajemen Kampung Seni Borobudur dapat melanjutkan program yang
belum terselesaikan terkait pembuatan sertifikat halal dan NPWP dengan
mengundang pihak DPMPTSP dan Kantor Pelayanan Pajak Magelang
agar mengirimkan beberapa ahli dalam pembuatan izin usaha untuk turun
langsung dalam membantu pembuatan sertifikat halal dan NPWP bagi
UMKM lainnya di Kampung Seni Borobudur yang belum memiliki izin

usaha.
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Penyuluhan perizinan berusaha bagi para UMKM
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Pendampingan pembuatan NIB melalui aplikasi OSS

Kunjungan di DPMPTSP Magelang
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Pengajuan surat undangan narasumber ke DPMPTSP

Acara penutupan KKN Tematik



